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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR S& TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menim bang

KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] JEPARA,

bahwa dalam rangka pelaksanasan Pasal 1] Peraturan
Daergh habupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman
Modal dan Pelavanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara, periu mengatur Penjabaran Tugas dan Pungs
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ieniang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana tedah beberapa kali diubah teralchir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
temang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32
Tahun 2004 temtang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tabun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tcrtang
Perimbangan Kcuangan antare Pemerintah Pusat
dan Pemerinesh Daerah (Lembaran Negara

ik Indonesia Tahun 2004 Nomor ©L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438,

4. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007 tenang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

indonesia Talun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
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5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

10.

11.

12.

13.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones a Nomor 5234);

Peruturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tertang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
-Pensﬂenmun Pemerintahan Daerah
(Lembaran ° Republik Indonesia TFahun
2005 Nnmur 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593}

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tertang Pembagian Urusan Pemerimahan
Antara Pemerintab, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pcmerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
temtang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Perlurnn Presiden Nomor 1 Tahun 2007
Pengesahan, Pengundangan dan
&-nyehuhuun Peraturan Perundang-

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2000
tertang Pelayanan Terpadu Saiu Pinmtu di
Bidang Pensmaman Modal;

Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2008 Tenkang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten Jepara (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomeor 2 )

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kera
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 201! Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
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MEMUTU SKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS

DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
JEPARA,
BAB {
KRETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dedam Peraturan Bupsti ini yang dimaksud dengan :

bW e

o

10.

11.

Daerah adalah Kebupaten Jepara

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkst Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupeti adalah Buperi Jepara.

Sekretaris Daeruh adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
Badan knmmmmwamm&rhimﬁnpamm
begian perangket dairah berbemtuk Badan yang mempunyai
kewenangan di bidang penanaman modal dan peayanan perizinan
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiastan menanam modal
baik olech penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
hvdonesin.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan
suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian
atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang
menilili kewenangan perizinan dan non perizinan yung proses
pengclolaannya dimulsi dari tahap permohonan sampai dengan
tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Perizinan adalsh pemberian legalias kepada orang atau pelaiu
usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda
daftar usahs;

Tim Teknis adalah kelompok keria yang terdiri dari unsur-unsur
saiuan kerja  perangkst dacrah terkak  yang mempunyai

pelayanan

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawal Negeri Sipil
dalam  satuan organisasi yang dalam pedaksanaan tugasnya
didasarkan peda keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandini.

Kelotnpok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional
mmﬂiﬂdnnmumhhtmnhﬂdalamjenjmgjabaun
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
keahliannya.



BAB I
SUSUNAIN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu terdiri dari
1. Kepala;
2 Scikretariat. yang membawahi:
a Subbagian Perencanaan dan Evalussi;
b Subbagian Keuangan;
¢ Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi:
a. Subbidang Promosi dan Informasi;
b Subbidang Fasilitasi dan Kerjasama,
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi:
&. Subbidang Pengawasan dan Pengaduan;
h Subbldmg Pengendalian dan Pengkaijian.
5. Bidang Perizinan Umum;
6. Bidang Perizinan Exmxnni;
7. Tim Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB Il
TUGAS DAN FUNGS]

Bagian Kesatu

Tugas dan Pungai
Badan Penanaman Modal dan Pelavanan Perizinan Terpadu

Pasal 3

Baden Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai
tugas pokeck melaksanalkan urusan pemerintahan da¢rah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan
menyclenggarakan pelayanan administrusi di bidang perizinan secara

terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
keamanan dan kepastian

Paaal 4

Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Baden Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b penydenggaresan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

¢ pelaksanaan administrasi pelavanan perizinan;
f. pemanauan dan evaliasi proses pemberian pelavanan perizinan
g pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Ju. —



4 ;
an tugsas lain yvang diberikan oleh Bupati sesusi dengan
Pfun;mn:m
Bagian Kedua

Repala

Pasal 5
Kepala Baden Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
mempunyai tugas memimpin dan bertanggungiawab atas pelaksanaan

rugas dan fungsi Baden Penanaman Modal dan Pdayanan Perizinan
Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pusul 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

(1) Sckretari® mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
mmmpenahmndlmzpeﬂengkapan kepegawaian.heuangan
kﬂrﬂpﬂﬂ pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan
laporan.

(2 Sekretariat dipimpin olch scorang Seckretaris yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Peayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud dalem Pasal 6

Sckretarist mempunyai fungsi :

a. perencanaan, cvaluasi dan laporan ;

b. penyelenggaraan surst menyural, kearsipan, kerumahtanggsan dan
perjalanan dinas ;

¢ pengelolaan urusan kepegawunian. keuangan dan dokumentasi ;

d penyajan bahan kebijakan p&mpinan,

{1) Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan
¢ Sub Bagian Umum dan Kepegawmian.

(2} Masing-masing Sub Bagian stbagaimana dimaksud pada avat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungawnb kepada Sekretaris



Mpan Perencanaan dan Baluas men jpunyai tugas menvusun
na dan evaluasi pdaksvaman progpam kegidtan sctx  mporan

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;

b penyusunsn Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerje
dan Anggaran dan Leporan Pertanggungjawaban Badan;

¢. pdaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instanssi
Pemerl ntah dan lapovan-laporan insidentil;

d pelaksanaan pengumpulan, peneliian, analisa, pengelolaan,

penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerjp Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpady;

peryusunan laporan sesuai dengan bidang tegasnya;

pemberian saran, perdlapat dan pertimbangan kepada atasannya

sesuai lingkup tugasnys;

pelaksanaan monioring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup

ugasnya,
pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evalasi kineria bawahannya;
wmmmmnmmm

pelnhmnn tugas-tugas lain yang diberikan olth Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungainya.
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Pasal 11

Sub Begian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi
pensia mahaan keuangan, pengelolaan  keuangan dan
pertanggungiawaban administrasi keuangan

Pasal 12

Untuk menyelenggaraican tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. perencanaan dan penyusunan anggaran Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpad uw;

b. penyclenggaraan kegiatean perbendaharman meliputi pembukuan,
verifikasi, rekapitulasi pelapcran dan dokumentssi pelaksanaan
anggaran Badan;

¢ pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi

keuangan dan akuntansi Baden Penanaman Modal dan Peayanan

Perizinan Tetpadu;

pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;

pengkoordinasian perwiapan bahan perumusan Kebijakan teknis

dibidang keuangan;

f. pemberian saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasannya
peaksanaan pembinean, penilalan dan evaluasi kinerja bawahannya
pelaksanaan tugas-mgas lain yang diberikan olch Sekretaris sesuai
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Pasal 13

S Bagan Umum dan Kepegawwman mempunyeu wgas
urusan surat menyurat, kearsipan,

mervelenggarakan
kerurmahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian
Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas scbaga mana dimaksud dalam Pesal 13,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a perencanaan dan pengeiolasn barang;

b pelaksanaan ketstalaksansan umum meliputi administrasi umum,
surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;

¢. pelaksanasn kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;

d penyelenggaraan pengadaab sarana dan prasarana perkantoran;

¢ pengurusan mutasi, diklat, kescjahteraan pegawai, hak dan
kewajiban pegawai,
f. peiaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

g. kehumasan dan keprotokolan;
h. pengk oo di ndan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang Umum dan kepegawaian:

i pemberian saran. pendapal dan pertimbangan kepada atasan sesuai
lingkup tugasnys.

} peiaksanaan pembinasn, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
k. pelaksanasn tugas-tugas lain yang diberikan oieh Sekretaris sesuvai

dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Bidang Penanaman Mndal
Pasal 15

(1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi
dan informasi serta fasiltasi dan kerjasama Penanaman Modal,

(2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh scorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawsb kepada Kepalia Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizman Terpadu.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) Bldang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. pevusunan pedoman promosi dan informasi serta fiasilitasi dan

kejssama Penanaman Modal;

fasilitasi dan kerjasama Penanamen Modal;

penvelenggaraan promosi dan informasi serta finsilitasi dan kerjasama

Penanaman Modal;

penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangny's,

koordinasi dan sinkronisasi Penanaman Modal;

penvelenggarasn sosialisasi;

penviapan bahan perumusan kebijakan teknis d bidangnya;
pelaksanaan kebigakan teknis di bidangnya;

pembuwan dan pengawasan saf;

=

P‘mﬁnp- o
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. - rugas-tugas lun yang dibenkan oleh Kepala Badan
=Hodal dan Pelmanan Penzinan Terpadu sesuai fugas

. amm lengRny.
L
Pasal 17

1) Bedang Penanaman Modal terdn dan
& Sub Budang Promosi dan Informasi;
b. Sub Hdang Fasilitasi dan Kerjasama,

(2) Masing-masing Sub Bidang scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin  oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 18

Sub E.dang Promosi dan Inflormasi mempunyai tuges mengumpulkan

memyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk
pelakumn pembinaan kehijakan pengembangan di subbidang promos
dan informasi penanaman modal

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan ugas sthagaimana dimeksud dalam Pasal 18,

Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai fungsi

a. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan di
bidang promosi dan Informasi penanaman modal ;

b peaksanakan promosi dan pelayanan informasi penanaman modal ;

c perumusan, den penyusunan mateni promoal penanaman modal

d Penyelenggaraan sosialisasi;

e. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidang promoai dan Infiormasi
penanaman modal ;

f.pehkmmnkcqnmdenpnlembnﬂpemennuhdm:wuu
tingkst lokal regional dalam bidang promosi dan Informasi
penanaman modal;

g pengembangan sistem informasi penanaman modal;

h. penyeclenggaraan kegistan administrasi sub bidang promosi dan
Informasi;

i pelaksanasn tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pcnanaman Modal ecsuai tugas dan fungsinya

Pasal 20

Sub Bidang Fasiltasi dan Kerjasama mempunyai tugas mengumpulkan
bahan, menyusun dan pelaksanaan pedoman alu  petunjuk
pelaksanaan pembinaan dan kebijakan pengembangan dibidang
fasiltasi dan kerjasama penanaman modal .

Pasaj 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Sub Bidang Fasilias: dan Kenasama mempunyai fungsi:

a pervusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan di bidang fasilias
dan Kerjasama penanaman modal ;

b koordinasi kegatan fasilitasi dan Kerjasama penanaman modal;

~ hmimbinganr telenis oengsnaman modal:
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!
E kenjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta
m..ﬂ

kegatan admumstrasi Sub Bidang Fasiliiam dan

Lm-.m tugas-tugas lun vang diberikan oleh Kepaia Bidang
Pemanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
Pasaj 22

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas
melaksanakan  Pengawasan dan  Pengendalian  terhadap
peryelenggaraan penanaman modal.

(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang hcpala
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Peiayanan Perzinan Terpadu,

Pasal 23

Untuk melaksanaken tugas sebegaimana dimaksud dalam Pasal 22,

aval (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a pernyusunan pedoman, perencanaan, evaluasi dan pengembangan
program di bideng Pengawasan dan Pengendalian:

b pmychnmmn. lnnlid.l kebutuhan dan pengembangan Pengawasan

pm;np-n data base di bidang penanaman modal ,

penyispan  behan pembinaan, pcmnntlulul. pengawasan dan
izin n moda

pmgmdnhnn In:gumn penanar:';nhm S ol

penanganan pengaduan dibidang penanaman modal;

penyelenggaraan kegistan administrasi di bidangnya;

knordinnlidmdnkmnmuibidnngpenmm dan Pengendalian;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya:

pdlknnun kebijakan teknis di mdangnya;

pembinaan dan pengawasan staf;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

p-n

L
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Pasal 4

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dan
a.Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan,

b.Sub Bidang Pengendalian dan Pengkaj an..

(2 Masing-masing Sub Bdang stbagaimana dimaksud dalam aval (1)
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungiawad kepada Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian.,
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L pr Pasal 25

Sob Buing Pergasasan dan  Pengaduan mempunym: tuges
mengumpiikan behan, menyusun dan melaksanakan pedoman
peaxguk pelaksanaan pembinaan kebyakan d b dang Pengawasan dan
Pengaduan.

Pasal 26

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
Sub Bidang Pengswasan dan Pengaduan mempunyai fungsi
. pemyusunsn pedoman dan petunjuk pelaksanasan Pengawasan dan
Pengaduan;
koordinasi kegiatan Pengawasan dan  Pengadian
perwviapan data base dan informas: Pengawasun dan pengaduan |
menyiapksn bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
penanganan pengaduan di bidang Penanaman Modal;

melaksanakan inventarisasi pengaduan masyarakatl dan penanganan
pengaduan d bidang penanaman modak
pengembangan sistem Pengawasan dan Pengaduan;
penyelenggaraan kegiatan administrasi sub bidang Pengawasan dan
Pengaduan;

h pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perga wasan dan Pes gnda lian sesusi tugas dan fungsinya.

fP png

®m =

Passl 26

Sub Bidang Pengendalian dan Pengkajan mempunyai tugas
mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan
Pengendalian dan Pengkajian.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Sub Bidang Pengendalian dan Pengkajan mempunyai fungsi
2. penvusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengendalian dan

pengkoordinasian kegistan Pengendalian dan Pengkajian;

penyiapan database dan informasi Pengendalian dan Pengkaj an;
pengkajian dan pengembangan sistem penanaman modal ;
perwelenggaraan kegisan admirnistrasi sub bideng Pengendalian dan
Pengkajan; _ e o

pelaksanaan tugas-<tugas lain yang diberikan olch Kepala Bidang
Pengawasan dan Pergynda lian sesuai tugas dan fungsinya

Bagian keenam
Bidang Perizinan Umum:

N- NN

=

Puaal 28

(1) Bidang Perizinan Umum mempunyai tugas mclakukan koordinasi
penyelenggaraan pelavanan, perizinan umum. melipuu
a penznan bidang bangunan / perumahan;

b permmnan bidang pertanahan;
¢ perizinan bidang pemanfaatan kekavaan Daerah



s )
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_“mﬁdmmmnm dan tekhnologi informas:,;

jr*hh kependudukan;
& len-lan perimnan umum sesdad kewenangan.

|2 Bedang Penminan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
d:bawmh dan bertanggungawab kepada Repala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Periznan Terpadu

Pasal 29

Untuk melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
aya (1) Bidang Perizinan Umum mempunyai fungsi:

. penyusunan pedoman pelayanan perizinan;

penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan perizinan;
penyelenggaraan pelayanan perizinan

penyelenggaraan kegiatan adminisirasi di bidangnya;

koordinasi dan sinkronisasi peayanan perizinan;

penyiapan bah.un perurnusan kebijakan lekms di bidangnya;

pembinaan dan pengawasan staf;

pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan ocleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas
dan fungsinya.

FER AR TR

Bagian Ketujuh
Bidang Perzinan Ekonomi;
Paxal 30

{1) Bidang Perizinan Ekonomi mempunym lugas melakukan koordinasi
penyeienggaraan perizinan bidang perekonomian meliputi:
perizinan bidang perindustnan:
perizinan bidang perdagangan;
perizinan bidang koperass;
perizinan bidang plnwultu
perizinan bwdang pertaniarn;
perizinan bidang peribunan dan Kelautan;
perizinan bidang peternakan:
perizinan bidang kehutanan dan perkebunan;
perizinan bidang perhubungan;
perizinan reklame:;
perizinan bidang pertambangan dan encrgi;
perizinan bidang permnanfastan sumber daya alam;
. lain-lain perizinan di bidang ckonomi sesuai dengan kewenangan

grErrpm oo TE

2) Bidang Penzinan Ekonomi dipempin oich scarang Kepale yeng

berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Peiavanan Perizinan Terpadu.



¢ peenvdE gEA . TBAN pelayanan pennnan;

d poay ol nggarsan kegatan administras di bidangnys,

e koordinas: dan sinkronisasi pelayanan perizinan;

{ pemiapan bahan perumusan Kkebijakan teknis di bidangnys

¢ pcaksansan kebijakan tekrus di badangnya,

h. pemrosesan dan penctapan penanan,

L pembinaan dan pengawasan staf;

j pelaksanasn tugas-tugas lain yarg diberikan olch Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelavanan Perizinan Terpadu sesual tugas

Bagian Kedelapan
Tim Teknis

Pasal 32

Tim Teknis terdiri dari pejabet satuan kerja perangkat dacrah terkait

yang mempunyai kompetensi denn kemampuan scsuai dengan
bi

Pasal 33

g) Tim Teknis mempunyai tugas memberikan sarsn pertimbangan
dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai  dilerima  atau
ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala |nstansinya
dan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadti.

(2} Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui ke pala Bidang.

Pasal 34

Untuk melaksanalan tuges sebagaimana dimaksud dalem peasal 33 ayat

(1) Tim Teknis mempunyai fungsi:

a Menyelenggarakan koordinasi dan sinkroni sasi pelayanan perizinamn;

b Menviapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidangnya;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis dinas;

d Pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan olch kepala
Dinas/Instansi sesaai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

{1} Pada Badan dapat diterapkan kelompok jabatan fungsional tertentu
sesuai dengan prosedur dan ketenruan perUndang-Undangan



13

ielompok jebatan fungsional dipimpin oleh scorang tenagm fungsional

{3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
kemampuan dan beban kerja.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Mckaniame dan pola pelavanan Badan Penanaman Modal dan Peayanan
Perizinan Terpadu serta Pembentukan Tim Teknis ditetapkan lehih
lanjut oleh Bupati

Pesal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundanglan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan & Jepara
pada tanggal A3 Desembar 104

BUP \TIJ

HENDRCO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Deremser 300

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 4@



